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ABSTRAK

Nama : Afrida Maharani Timala

Program Studi : Ekstensi Akuntansi

Judul : Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses
Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)
Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan
Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian
dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan
melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas  BMN serta pejabat yang menangani
penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik
Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat
Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa
kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

Kata Kunci:

Kegiatan pengendalian, Penatausahaan BMN
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ABSTRACT

Name : Afrida Maharani Timala

Study Program : Accounting Extension

Title : Analysis of Control Activities in Administration Process of
State Property within the General Secretariat of the
Ministry of Trade

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State
Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative
research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official.
Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of
control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the
research conclude that the control activites in administration process of state property at the
General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control
activities.

Key Words:

Control Activites, Administration Process of State Property
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan, salah satunya dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme

aparatur negara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good

governance), baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung

keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Reformasi birokrasi dan tata

kelola pun menjadi prioritas utama bagi pemerintah saat ini dengan mengacu

pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010-2014.

Reformasi birokrasi dimulai pada tahun 2007 dengan tiga institusi

menjadi pilot project yakni Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan dan Badan

Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2008, pedoman umum untuk reformasi birokrasi

disahkan dan pada tahun 2009 pedoman dokumen usulan reformasi birokrasi juga

disahkan. Kemudian pada tahun 2010 dibuatlah grand design dan road map

reformasi birokrasi. Kebulatan tekad pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan

reformasi gelombang kedua pun ditegaskan dalam pidato Presiden pada 14

Agustus 2009. Tujuan dari reformasi gelombang kedua ini adalah untuk

membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi 10 tahun yang

lalu dan diharapkan pada tahun 2025 Indonesia sudah berada pada fase yang

benar-benar bergerak menuju negara maju.

Adapun tujuan dari reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan

pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja

tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Terdapat tiga sasaran yang dituju dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini yaitu:
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BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Aset

Berikut ini akan dijelaskan definisi aset serta pengakuan dan pengukuran

atas aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 71 tahun 2010.

2.1.1 Definisi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber–sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah

potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak

langsung bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau

penghematan belanja pemerintah.

Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria

tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan

setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak

berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan

aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah,peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan,jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam
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pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya.

Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama

(kemitraan).

2.1.2 Pengakuan dan Pengukuran Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset

diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya

berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

a. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan

pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan

nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau

rampasan.

b. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap

yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga

kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya

lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

2.2 Kegiatan Pengendalian (PP No.60 Tahun 2008)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan

yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang–undangan. Salah satu

unsur yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah kegiatan pengendalian.

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi

risiko, penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur dan untuk memastikan
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bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif (pusdiklatwas

BPKP : 2010,4). Kebijakan dibuat untuk mengarahkan apa yang seharusnya

dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan prosedur. Prosedur

adalah rangkaian urutan tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang

dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Kebijakan dan prosedur tertulis harus

ditetapkan oleh manajemen, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian

untuk meyakini bahwa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh manajemen

mengarah pada pencapain tujuan secara efektif.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang–kurangnya

memiliki karakteristik sebagai berikut :

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah.

b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan penilaian risiko.

c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi

pemerintah.

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.

e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan

secara tertulis.

f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

2.2.1 Subunsur Kegiatan Pengendalian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern, kegiatan pengendalian yang wajib diselenggarakan oleh

intansi pemerintah, terdiri atas :

a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan

dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja

yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah tersebut.
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b. Pembinaan sumber daya manusia

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pembinaan sumber

daya manusia. Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia,

pimpinan instansi pemerintah harus sekurang–kurangnya :

 Mengkomunikasi visi, misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada

pegawai.

 Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia

yang mendukung pencapaian visi dan misi.

 Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan

pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan

fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kerja,

serta rencana perkembangan karir.

c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan

untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan

pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud

antara lain pengendalian umum dan pengendalian atas aplikasi.

Pengendalian umum yang terdiri atas :

1) Pengamanan sistem informasi

Pengamanan sistem informasi sekurang–kurangnya mencakup :

 Pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif.

 Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program

pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya.

 Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola

program pengamanan.

 Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas.

 Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia

terkait dengan program pengamanan.
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 Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan

perubahan program pengamanan jika diperlukan.

2) Pengendalian atas akses

Pengendalian atas akses sekurang – kurangnya mencakup :

 Klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan

dan sensitifitasnya.

 Identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi

secara formal.

 Pengendalian fisik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang

tidak diotorisasi.

 Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas

pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak

aplikasi sekurang – kurangnya mencakup :

 Otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi

program.

 Pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru

dan yang dimutakhirkan.

 Penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya

pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak.

Pengendalian atas sistem perangkat lunak sekurang – kurangnya

mencakup :

 Pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung

jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses.

 Pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan sistem

perangkat lunak.

 Pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat

lunak sistem.

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud adalah identifikasi tugas yang

tidak dapat digabungkan dan adanya penetapan kebijakan untuk

memisahkan tugas tersebut.
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 Penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas.

 Pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur,

supervisi dan reviu.

Kontinuitas pelayanan sekurang–kurangnya mencakup :

 Penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya

pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif.

 Langkah–langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan

dan terhentinya operasi komputer.

 Pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk

mengatasi kejadian tidak terduga.

 Pengujian  secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian

tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi yang kedua

yaitu pengendalian atas aplikasi yang terdiri atas :

1) Pengendalian otorisasi sekurang–kurangnya mencakup :

 Pengendalian terhadap dokumen sumber

 Pengesahan atas dokumen sumber

 Pembatasan akses ke terminal entri data

 Penggunaan file induk dan laporan khusus untuk memastikan

bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

2) Pengendalian kelengkapan sekurang–kurangnya mencakup

 Pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah

diotorisasi ke dalam komputer

 Pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan

data.

3) Pengendalian akurasi sekurang–kurangnya mencakup :

 Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data

 Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah

 Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah

dengan segera
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 Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan

validitas data.

4) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data sekurang–

kurangnya mencakup :

 Penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan

file data versi terkini digunakan selama pemrosesan

 Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi

bahwa versi file komputer yang sesuai digunakan selama

pemrosesan

 Penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek

Intern file header labels sebelum pemrosesan

 Penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan file secara

bersamaan.

d. Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah wajib melaksanakan pengendalian fisik

atas aset. Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana

dimaksud, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan,

mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai :

 Rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik

 Rencana pemulihan setelah bencana.

e. Penetapan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Pimpinan instansi pemerintah wajib menetapkan dan mereviu

indikator dan ukuran kinerja. Dalam melaksanakan penetapan dan reviu

indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud, pimpinan

instansi pemerintah harus :

 Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan

keandalan ukuran dan indikator kerja

 Menetapkan ukuran dan indikator kerja

 Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja
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 Membandingkan secara terus menerus data capaian kinerja dengan

sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

f. Pemisahan fungsi

Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud

pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama

transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.

g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian pimpinan

instansi pemerintah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan

ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu pimpinan

instansi pemerintah perlu mempertimbangkan :

 Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat

segera.

 Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh

siklus transaksi atau kejadian.

i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib memberikan akses

hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas

pembatasan tersebut secara berkala.

j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya, pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai

yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya   dan

pencatatannya serta mereviu atas penugasan tersebut secara berkala.
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k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta

transaksi dan kejadian penting

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik pimpinan instansi

pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala

memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian

Intern serta transaksi dan kejadian penting.

2.3 Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Barang Milik

Negara atau yang biasa disebut dengan BMN meliputi semua barang yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis

2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/kontrak

3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh ketentuan hukum tetap.

BMN merupakan bagian dari aset pemerintah. Aset pemerintah yaitu sumber daya

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dengan satuan uang,termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Unsur-unsur dari BMN meliputi aset

lancar, aset tetap,aset lainnya, dan aset bersejarah.

Aset lancar adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Contoh dari aset lancar adalah persediaan. Aset tetap adalah aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
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Contoh dari aset tetap adalah tanah,peralatan,mesin,gedung,jalan,irigasi,jaringan,

aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap dan dana cadangan. Adapun BMN yang berada pada pos aset

lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi

software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak

lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Selanjutnya, pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset

lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti aset

tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Sedangkan aset

bersejarah yang dimaksud dalam pengertian BMN adalah aset tetap yang

mempunyai ketetapan hukum sebagai sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

pasal 42 menyatakan:

1. Menteri Keuangan mengatur pengelolaan Barang Milik Negara.

2. Menteri atau Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Barang bagi

Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya.

3. Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian Negara atau Lembaga

adalah Kuasa Pengguna Barang dalam lingkungan kantor yang

bersangkutan.

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 pasal 44 menyatakan Pengguna

Barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan

Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat (2) menyatakan Menteri atau

Pimpinan Lembaga atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna

Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan

ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam

tanggung jawabnya.
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur, pejabat yang melakukan

pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah termasuk kewenangannya. Untuk

pengelolaan BMN, Menteri Keuangan adalah Pengelola Barang, Menteri atau

Pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang, dan Kepala Kantor Satuan Kerja

adalah Kuasa Pengguna Barang. Ruang lingkup pengelolaan BMN dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN

terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun

guna serah atau bangun serah guna), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan

hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi

penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah),

penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan,

pengawasan dan pengendalian.

2.4 Penatausahaan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007,

penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN.

Dalam penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan

fungsi akuntansi BMN. Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib

administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai

bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN

dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah

menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai

dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi,

akuntabilitas, dan kepastian nilai.

2.4.1 Tata Cara Pembukuan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007,

pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar

barang yang ada pada pengguna barang dan pengelola barang. Maksud

pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna
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Barang dan yang berada dalam pengelolaan pengelola barang tercatat dengan

baik. Pelaksana pembukuan adalah seluruh pelaksana penatausahaan BMN pada

pengguna barang dan pengelola barang. Berikut ini adalah tata cara pembukuan

Barang Milik Negara:

1) Proses pertama kali

 Mendaftarkan semua BMN yang telah ada sebelum diterbitkannya

Peraturan Menteri Keuangan ini ke dalam daftar barang pengguna (DBP)

 Meminta pengesahan DBP pertama kali kepada penanggung jawab unit

penatausahaan BMN dilingkungan Sekretariat Jenderal.

2) Proses rutin

 Mendaftarkan data mutasi BMN ke dalam DBP berdasarkan dokumen

sumber.

 Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam DBP berdasarkan dokumen

sumber.

 Mengarsipkan asli atau salinan dokumen penatausahaan dan kepemilikan

BMN secara tertib.

3) Proses Semesteran

 Mencatat setiap perubahan DBP

 Meminta pengesahan DBP kepada penanggung jawab unit penatausahaan

dilingkungan Sekretariat Jenderal.

4) Proses Akhir Periode Pembukuan

Melakukan proses back up data dan tutup tahun.

2.4.2 Tata Cara Inventarisasi Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007,

inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan

pelaporan hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui

jumlah dan nilai serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam

penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola

Barang. Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurang-kurangnya

sekali dalam 5 (lima) tahun, kecuali untuk barang persediaan dan kontruksi dalam
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pengerjaan dilakukan setiap tahun. Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam

waktu sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun adalah sensus barang, dan

yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan konstruksi dalam

pengerjaan antara lain adalah opname fisik.

Dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk tim inventarisasi pada

masing-masing tingkat unit penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola

barang dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada pengguna barang dan pengelola

barang. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, apabila BMN yang

diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masing-masing unit

penatausahaan pada pengguna barang dan pengelola barang, maka dapat dibuat

berita acara inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai

barang dimaksud.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus

menyertakan penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar

barang dan hasil inventarisasi. Penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi BMN

pada pengguna barang adalah Menteri atau Pimpinan Lembaga atau pejabat yang

dikuasakan, dan penanggung jawab pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Tanah

dan atau bangunan yang tidak terpakai pada Pengelola Barang adalah Direktur

Jenderal Kekayaan Negara atau pejabat yang dikuasakan. Berikut ini adalah

tahapan dalam proses inventarisasi BMN :

a. Tahap persiapan

1) Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan inventarisasi BMN di wilayah

kerjanya.

2) Dalam pelaksanaan inventarisasi, dapat dibentuk tim inventarisasi yang

dikoordinir oleh unit penatausahaan BMN dan dapat dibantu oleh unit

kerja lain pada lingkup Eselon 1 yang bersangkutan pada pengguna barang

dan pengelola barang.

3) Mengumpulkan dokumen sumber.
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b. Tahap pelaksanaan

1) Melakukan bimbingan dan memberikan arahan kepada unit penatausahaan

di wilayah kerjanya dalam melakukan inventarisasi BMN.

2) Jika diperlukan, Sekretariat Jenderal dapat melakukan rekonsiliasi atau

pemutakhiran data hasil inventarisasi dengan unit penatausahaan di

wilayah kerjanya.

c. Tahap pelaporan

1) Menyusun laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN yang

datanya berasal dari himpunan hasil inventarisasi dari unit penatausahaan

atau laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi BMN.

2) Meminta pengesahan atas laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan

inventarisasi BMN kepada penanggung jawab unit penatausahaan BMN

Sekretariat Jenderal.

3) Menyampaikan laporan rekapitulasi hasil pelaksanaan inventarisasi kepada

unit penatausahaan BMN diwilayah kerjanya.

d. Tahap evaluasi atau tindak lanjut

Mencatat dan mendaftarkan hasil pelaksanaan inventarisasi yang telah

ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga atau pejabat yang

dikuasakan, pada daftar barang pengguna.

2.4.3 Tata cara pelaporan Barang Milik Negara

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang

dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan

Pengelola Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi

mengenai BMN dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang

berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan

keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca

Pemerintah Pusat.

Menyampaikan atau mendapatkan data dan informasi BMN hasil

pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada
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pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan

kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca

Pemerintah Pusat.

Batasan penyajian daftar BMN pada unit penatausahaan pada Pengguna

Barang dan Pengelola Barang, batasan penyajian untuk penyampaian daftar BMN

untuk pertamakali, dan batasan penyajian untuk penyampaian mutasi BMN oleh

unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang adalah sebagai

berikut :

1. Daftar BMN berupa persediaan

Sampai dengan sub-sub kelompok barang pada tingkat unit penatausahaan

barang sedangkan untuk unit Eselon I sampai dengan sub kelompok

barang.

2. Daftar BMN berupa Aset Tetap

a. Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan bermotor, disajikan

oleh masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN

pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub

kelompok barang.

b. Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkutan

bermotor, disajikan sampai dengan sub-sub kelompok barang, sub

kelompok barang dan kelompok barang.

3. Daftar BMN berupa Aset Lainnya

a. Tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut bermotor, disajikan oleh

masing-masing tingkat organisasi pelaksana penatausahaan BMN pada

Pengguna Barang dan Pengelola Barang sampai dengan sub-sub

kelompok barang.

b. Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan, dan alat angkut

bermotor, disajikan sampai dengan sub-sub kelompok barang, sub

kelompok barang dan kelompok barang.

Berikut ini adalah tata cara pelaporan Barang Milik Negara pengguna

barang tingkat unit penatausahaan BMN dilingkungan Sekretariat Jenderal :
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a. Dokumen sumber

1) Daftar Barang Pengguna

2) Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan

Tahunan

3) Laporan kondisi barang (LKB) di wilayah kerjanya

4) Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN di wilayah

kerjanya

5) Dokumen inventarisasi BMN

6) Dokumen pembukuan lainnya

b. Jenis laporan

1) Daftar Barang Pengguna

2) Laporan Barang Pengguna Semesteran

a) Laporan Persediaan

b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan

dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi:

- Laporan intrakomptabel

- Laporan ekstrakomptabel

- Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel

c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

d) Laporan Aset Lainnya

e) Laporan Barang Bersejarah

f) Catatan Ringkas Barang (CRB)

3) Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPET)

a) Laporan Persediaan

b) Laporan Aset Tetap (Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan

dan Mesin, dan Jalan, Irigasi, dan Jaringan), meliputi:

- Laporan intrakomptabel

- Laporan ekstrakomptabel

- Laporan gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel

c) Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

d) Laporan Aset Lainnya

e) Laporan Barang Bersejarah
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f) Catatan Ringkas Barang (CRB)

4) Laporan mutasi barang

5) Laporan Kondisi Barang (LKB)

6) Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

7) Laporan PNBP (yang bersumber dari pengelolaan BMN)

8) Arsip Data Komputer (ADK)

c. Prosedur pelaporan

1) Proses pertama kali

Menyampaikan DBP yang telah disahkan oleh penanggung jawab

UPPB yang berisi semua BMN yang telah ada sebelum

diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan ini beserta ADK-nya

untuk pertama kali kepada Kanwil DJKN.

2) Proses semesteran

a) Menyusun Laporan mutasi BMN pada daftar barang pengguna.

b) Meminta pengesahan Laporan mutasi BMN kepada

penanggung jawab unit penatausahaan BMN Sekretariat

Jenderal.

c) Menyampaikan Laporan mutasi BMN yang telah disahkan

beserta ADK-nya kepada unit penatausahaan barang.

d) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Semesteran

(LBPES).

e) Meminta pengesahan LBPES kepada penanggung jawab unit

penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal.

f) Menyampaikan LBPES yang telah disahkan beserta ADK-nya

secara periodik kepada unit penatausahaan BMN dilingkungan

Sekretraiat Jenderal.

g) Menyusun Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan

BMN.

h) Meminta pengesahan Laporan PNBP yang bersumber dari

pengelolaan BMN kepada penanggung jawab.
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i) Menyampaikan Laporan PNBP yang telah disahkan oleh

penanggung jawab kepada unit penatausahaan barang

dilingkungan Sekretariat Jenderal.

3) Proses akhir periode pembukuan

a) Menyusun Laporan Barang Pengguna Eselon I Tahunan

(LBPET).

b) Meminta pengesahan LBPET kepada penanggung jawab

BMN Sekretariat Jenderal.

c) Menyampaikan LBPET yang telah disahkan oleh penanggung

jawab beserta ADK-nya secara periodik kepada unit

penatausahaan barang dilingkungan Sekretariat Jenderal.

d) Menyusun Laporan Kondisi Barang (LKB).

e) Meminta pengesahan LKB kepada penanggung jawab BMN

Sekretariat Jenderal

f) Menyampaikan LKB yang telah disahkan kepada unit

penatausahaan barang dilingkungan Sekretariat Jenderal.

4) Proses lainnya

a) Menyusun/menghimpun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

BMN.

b) Meminta pengesahan LHI kepada pejabat penanggung jawab

BMN Sekretariat Jenderal.

c) Menyampaikan LHI BMN yang telah disahkan kepada unit

penatausahaan barang dilingkungan Sekretariat Jenderal.

5) Jika diperlukan, unit penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan dapat melakukan pemutakhiran data

dalam rangka penyusunan LBPE semesteran dan tahunan dengan

unit penatausahaan barang di wilayah kerjanya.
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BAB 3

PROFIL  DAN PROSES PENATAUSAHAAN

BARANG MILIK NEGARA (BMN)

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

3.1 Profil Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan merupakan unsur pelaksana pemerintah yang

dipimpin oleh Menteri Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Presiden. Tugas utama dari Kementerian Perdagangan adalah membantu

presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perdagangan melaksanakan

fungsinya sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan

teknis di bidang perdagangan.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya.

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada presiden.

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014

menetapkan bahwa visi organisasi Kementerian Perdagangan Tahun 2010-2014

adalah “Perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing

ekonomi serta penciptaan kemakmuran rakyat yang berkeadilan”. Sekretariat

Jenderal sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan perdagangan,

ikut berperan penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan dan

pengembangan perdagangan. Oleh karena itu dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan perkembangan, masalah dan dinamika organisasi, maka visi

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dalam lima
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tahun ke depan adalah “Terwujudnya pemberdayaan organisasi untuk

mendukung pencapaian misi Kementerian Perdagangan”

Dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan sebagai salah unsur penunjang yang diharapkan dapat mendukung

keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Perdagangan, maka misi

yang akan diemban yaitu:

a. Meningkatkan kinerja organisasi

b. Meningkatkan kualitas layanan informasi bagi publik

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan sarana dan prasana

d. Meningkatkan kualitas dukungan perumusan kebijakan

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam

Peraturan Menteri Perdagangan RI No.31/M-DAG/PER/7/2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Sekretariat Jenderal

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Koordinasi kegiatan Kementerian Perdagangan

b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perdagangan

c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan

dokumentasi Kementerian Perdagangan

d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan

hubungan masyarakat

e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan

hukum

f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri perdagangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan didukung oleh  beberapa unit kerja Eselon II yang

tergambar dalam struktur organisasi dibawah ini :
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Gambar 3.1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
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3.2 Proses Penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Dalam menjalankan proses penatausahaan Barang Milik Negara,

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan membaginya ke dalam dua proses

yaitu  proses pembukuan dan pelaporan BMN serta proses inventarisasi BMN.

3.2.1 Proses Pembukuan dan Pelaporan BMN

Pada proses pertama kali, Biro dan Pusat mendaftarkan seluruh BMN

kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) dan Kartu Identitas Barang (lihat

lampiran 6) berdasarkan dokumen sumber. Menurut Kepala Bagian Barang Milik

Negara Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, Anda Lucia

“Dokumen sumber yang digunakan antara lain Berita Acara Serah Terima

Pekerjaan, Faktur Barang dan Surat Perintah Pencairan Dana”.

Gambar 3.2. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Pertama Kali (Diolah Kembali Oleh Penulis)
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Setelah seluruh barang didaftarkan, Biro Umum akan meminta pengesahan

Daftar Barang Pengguna kepada Sekretaris Jenderal selaku penanggung jawab

unit penatausahaan Barang Milik Negara. Setelah Daftar Barang Pengguna

diterima dan diteliti, Sekretaris Jenderal akan mengesahkan DBP tersebut (lihat

gambar 3.2).

Bagan arus pembukuan dan pelaporan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan

Biro dan Pusat Biro Umum Sekretaris Jenderal

Menyusun daftar barang dan
melakukan pengamanan aset dan arsip

dokumen

Mencatat mutasi dan  perubahan kondisi
barang kedalam DBP dan SIMAK BMN

a

Akhir semester
pengesahan DBP yang

telah disusun oleh
penanggung jawab

b

Gambar 3.3. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Rutin (Diolah Kembali Oleh Penulis)
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Setelah disahkan oleh Sekretaris Jenderal, Biro dan Pusat dilingkungan

Sekretariat Jenderal akan  menyusun daftar barang, melakukan pengamanan aset

serta penyimpanan dokumen arsip. Apabila selama tahun berjalan terdapat

perubahan kondisi barang serta perolehan atau mutasi barang, maka Biro dan

Pusat dilingkungan Sekretariat Jenderal akan mencatat perubahan tersebut ke

dalam daftar barang dan aplikasi SIMAK BMN sebagai pembukuan. Pada akhir

semester Sekretaris Jenderal akan mengesahkan kembali DBP yang telah disusun

dan diupdate (lihat gambar 3.3).

Bagan arus pembukuan dan pelaporan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan

Biro dan Pusat Biro Umum Biro Keuangan

b

Proses backup ADK
SIMAK

Kompilasi ADK SIMAK
biro dan pusat

Penggabungan ADK
SIMAK BMN tingkat

kementerian

c

Gambar 3.4. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Akhir Semester (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Data Aset yang telah dimasukkan pada aplikasi SIMAK BMN oleh Biro

dan Pusat, pada akhir semester akan  diback-up. Seluruh Biro dan Pusat akan

mengirmkan Arsip Data Komputer (ADK) yang telah diback-up kepada Biro

Umum. Selanjutnya Arsip Data Komputer (ADK) yang telah diback-up akan

digabungkan oleh Biro Umum sebagai Unit Penatausahaan BMN Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan. Hasil Arsip Data Komputer (ADK)  tingkat
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Sekretrariat Jenderal yang telah diolah oleh Biro Umum, akan disampaikan

kepada Biro Keuangan selaku unit pengelolaan barang tingkat Kementerian untuk

penggabungan data Aset tingkat Kementerian (lihat gambar 3.4)

Gambar 3.5. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Pelaporan  (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Berdasarkan Arsip Data Komputer SIMAK BMN, Daftar Barang

Pembantu,  Kartu Identitas Barang dan Dokumen Sumber, Biro Umum membuat

laporan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil

wawancara dengan petugas penatausahaan BMN, Muhammad Farkhan “ Laporan

yang dibuat meliputi Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Laporan

Barang Penguna Tahunan. Kedua laporan ini hanya beda pada waktu pelaporan

saja, tetapi isi dari laporan sama yaitu Laporan persediaan, aset tetap

intrakomptabel dan ekstrakomptabel, konstruksi dalam pengerjaan, aset lainnya,

dan catatan ringkas barang”.  Contoh dari laporan Barang Kuasa Pengguna
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Semesteran dapat dilihat pada lampiran 4. Setelah laporan BMN selesai disusun,

Biro Umum akan menyerahkan laporan tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk

dievaluasi dan disahkan (lihat gambar 3.5).

Bagan arus pembukuan dan pelaporan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Perdagangan

Sekretaris JenderalBiro UmumBiro dan Pusat

Pr
os

es
Pe

la
po

ra
n

(c
on

t.)

d

e

Memberikan hasil
evaluasi laporan

BMN

Mengirimkan hasil
evaluasi untuk
ditindaklanjuti

Hasil evaluasi
ditindaklanjuti

Mencatat
perubahan hasil

evaluasi kedalam
aplikasi SIMAK serta

DBP

Backup ADK SIMAK
dan DBP setelah

evaluasi

Menggabungkan
ADK SIMAK dan DBP

hasil evaluasi

Gambar 3.6. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Pelaporan  (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Sekretaris Jenderal melakukan evaluasi atas Laporan BMN, apabila hasil

evaluasi tidak ada masalah maka laporan tersebut akan langsung di sahkan. Tetapi

apabila dalam hasil evaluasi tersebut terdapat beberapa catatan, maka hasil

evaluasi tersebut akan diserahkan kepada Biro Umum, yang nantinya akan

diserahkan kembali kepada Biro dan Pusat dilingkungan Sekretariat Jenderal yang

bersangkutan untuk ditindak lanjuti.
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Hasil tindak lanjut akan dicatat pada aplikasi SIMAK BMN dan daftar

barang oleh Biro dan Pusat yang selanjutnya akan dibuatkan back-up atas ADK

tersebut. Back-up SIMAK yang telah di update akan digabungkan kembali oleh

Biro Umum(lihat gambar 3.6).

Gambar 3.7. Bagan Arus Pembukuan dan Pelaporan BMN Setjen Kemendag

Proses Pelaporan  (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Setelah ADK SIMAK digabungkan, Biro Umum akan  melakukan

rekonsiliasi data SIMAK BMN dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Kementerian Keuangan (DJKN).  Dari hasil rekonsiliasi yang dilakukan akan

didapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (lihat lampiran 8). Berita Acara

Rekonsiliasi akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal untuk ditanda tangani

bersamaan dengan pengesahan laporan BMN yang telah dievaluasi. Selanjutnya
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Biro Umum akan melakukan penyusunan laporan final BMN yang nantinya

laporan ini akan diberikan kepada Biro Keuangan untuk digabungkan kembali

dengan unit Eselon I lainnya sebagai laporan BMN tingkat kementerian (lihat

gambar 3.7).

3.2.2 Proses Inventarisasi BMN

Pada awal proses Inventarisasi BMN, Sekretaris Jenderal Kementerian

Perdagangan menyampaikan surat kepada Kepala Biro Umum agar melakukan

inventarisasi terhadap BMN yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya,

Kepala Biro Umum menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal dengan membuat

surat edaran dan menyampaikan surat edaran tersebut kepada seluruh unit/satker

di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan bahwa akan

dilakukan Inventarisasi BMN.

Menurut Kepala Bagian Barang Milik Negara, Anda Lucia “Inventarisasi

BMN dilakukan secara keseluruhan dilingkungan Sekretariat Jenderal setiap

lima tahun sekali. Tetapi ada juga inventarisasi yang dilakukan pada waktu

tertentu, seperti pada saat adanya transfer masuk atau keluar aset dari

Sekretariat Jenderak Kementerian Perdagangan. Untuk inventarisasi yang

bersifat pada saat tertentu hanya dilakukan oleh Biro Umum saja, tidak

melibatkan seluruh Biro dan Pusat lainnya”.  Dari pembicaraan diatas dapat

terlihat, Sekretariat Jenderal melakukan inventarisasi BMN secara menyeluruh

setiap lima tahun sekali. Sedangkan apabila pada kondisi tertentu terdapat transfer

masuk dan keluar aset, sehingga perlu dilihat kondisi aset tersebut, Maka Biro

Umum yang akan Melakukan Inventarisasi terhadap Aset tersebut. Dari

Inventarisasi ini dibuat Berita Acara Penilaian Barang Inventaris (lihat lampiran

9).

Biro Keuangan, Biro Umum dan Sekretaris Jenderal menyelenggarakan

rapat koordinasi dengan Biro dan Pusat mengenai pelaksanaan inventarisasi BMN.

Biro dan Pusat di lingkungan Kementerian Perdagangan segera menyiapkan

dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk proses inventarisasi BMN. Biro

Umum akan membantu dalam mengkoordinir biro dan pusat dalam membentuk
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Tim Inventarisasi BMN untuk melaksanakan Inventarisasi terhadap BMN yang

berada dalam penguasaannya (lihat gambar 3.8).

Gambar 3.8. Bagan Arus Inventarisasi BMN Setjen Kemendag

Pembentukan Tim Inventarisasi  (Diolah Kembali Oleh Penulis)

Biro dan pusat melaksanakan inventarisasi BMN dengan cara

membandingkan fisik barang dengan pencatatannya serta meneliti kondisi barang.

Setelah itu Biro dan Pusat membuat Berita Acara Inventarisasi BMN yang

ditandatangani oleh Penanggung Jawab Barang di unitnya dan Ketua Tim

Inventarisasi. Biro dan Pusat membukukan dan mendaftarkan data hasil

inventarisasi pada Buku Barang, KIB dan Daftar Barang Kuasa Pengguna. Biro

Umum menerima hasil Inventarisasi berupa Berita Acara Inventarisasi BMN dari
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satker dan Daftar Barang Kuasa Pengguna yang telah mengakomodir hasil

inventarisasi. Selanjutnya, Biro Umum menyampaikan laporan hasil inventarisasi

berupa BA Inventarisasi BMN dan laporan hasil pelaksanaan inventarisasi kepada

Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya

inventarisasi (lihat gambar 3.9).

Bagan arus inventarisasi BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

Sekretaris Jenderal Biro Umum Biro dan Pusat
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Menggabungkan
seluruh berita acara
inventarisasi BMN

Menyampaikan
laporan hasil
inventarisasi

selesai

Kegiatan
inventarisasi BMN

dilingkungan Setjen

Gambar 3.9. Bagan Arus Inventarisasi BMN Setjen Kemendag

Proses Inventarisasi  (Diolah Kembali Oleh Penulis)
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BAB 4

ANALISIS KEGIATAN PENGENDALIAN

PADA PROSES PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan melaksanakan kegiatan pengendalian atas

penatausahaan Barang Milik Negara yang tergambar dalam sebelas sub unsur

kegiatan pengendalian dibawah ini.

4.1 Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal adalah dengan

membandingkan pencapaian kinerja dengan tolak ukur kinerja seperti

target,anggaran,prakiraan dan hasil yang dicapai pada periode sebelumnya secara

periodik. Adanya penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan

menggambarkan bahwa dalam setiap tahunnya Sekretariat Jenderal telah

merencanakan jumlah perolehan aset dalam kurun waktu lima tahun dan setiap

tahunnya. Setiap unit Eselon II akan memberikan laporan mingguan, laporan

bulanan, laporan triwulan serta laporan tahunan kepada Sekretaris Jenderal.

Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut adalah informasi realisasi kinerja

keuangan serta output kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas

penatausahaan BMN Sekretariat Jenderal, Dalam laporan mingguan, bulanan serta

triwulanan juga dijelaskan alasan yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara

realisasi dan rencana serta rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi hal

tersebut. Secara berkala Sekretaris Jenderal melakukan reviu atas pelaporan hasil

yang dicapai dibandingkan dengan rencana sebagai tolak ukur kinerja.

Kegiatan pengendalian bersifat detektif dilakukan dengan melakukan reviu

atas realisasi kinerja dan keuangan yang belum mencapai tolak ukur kinerja.

Selain itu pada akhir tahun dilakukan evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) yang didalamnya menggambarkan perencanaan atas

aset serta realisasi yang dicapai dalam pengadaan aset.
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Pada tingkat kegiatan masing-masing unit Eselon II melakukan reviu

laporan kinerja pengadaan aset di unitnya, menganalisis kecenderungan proses

pengadaan aset, mengukur hasil pengadaan aset dan membandingkan target dan

pencapaian perolehan aset dalam setiap triwulan. Pejabat pengelola keuangan dan

pelaksana tugas operasional juga mereviu serta membandingkan target anggaran

pengadaan aset dengan realisasinya. Kedua hal ini penting dilakukan untuk

membantu  menentukan simpulan tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

kinerja. Penggunaan tolak ukur yaitu target, anggaran, perkiraan dan realisasi

kinerja memudahkan analisis penyebab rendah atau tingginya realisasi kinerja

pada suatu periode. Analisis yang dilakukan akan meningkatkan kualitas

pengambilan keputusan terkait dengan tindak lanjut yang diambil oleh pimpinan

unit Eselon II dalam memperbaiki kinerjanya.

4.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Perdagangan bertugas

melaksanakan pembinaan dan penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan,

perencanaan dan pengembangan pegawai serta mutasi dan data kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian telah

menyusun kebijakan pengembangan SDM setiap tahunnya. Hal ini tergambarkan

dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian yaitu

dengan penyusunan pola karir pegawai, pembentukan assesment center,

manajemen pendidikan dan pelatihan pegawai rekrutmen berbasis kompetensi.

Adanya pedoman sikap, disiplin, tingkah laku dan perbuatan Pegawai

Negeri Sipil (PNS) didalam melaksanakan tugasnya dan dan pergaulan hidup

sehari-hari dapat dilihat dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 03/M-DAG/PER/2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

dilingkungan Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan tentang

kode etik tersebut telah dikomunikasikan dengan baik melalui sosialiasi kode etik

kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan serta

diterbitkannya buku saku yang dibagikan kepada seluruh pegawai.
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Sebagian besar kode etik telah diterapkan kepada seluruh pegawai disetiap

unit organisasi Kementerian Perdagangan, namun berdasarkan hasil pengamatan,

masih ada beberapa pegawai yang tidak mematuhi kode etik. Salah satu contohnya

adalah masih adanya pegawai yang tidak memelihara dan menjaga keutuhan aset

organisasi yang terlihat dari masih adanya laporan kerugian negara akibat

kehilangan ataupun kerusakan aset.

Selain itu, terdapat juga uraian jabatan yang menjabarkan berbagai tugas

dan pekerjaan untuk masing-masing posisi atau jabatan. Pada tahun 2011,

meskipun sudah disusun uraian jabatan untuk petugas penatausahaan Barang

Milik Negara, tetapi ada masih ada kelemahan yang terjadi. Salah satu contohnya

yaitu kurangnya kuantitas sumber daya manusia di bidang akuntansi untuk

menangani penatausahaan Barang Milik Negara, sehingga untuk posisi atau

jabatan ini ditempati oleh pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya, seperti

dari jurusan sekretaris ataupun arsiparis. Hal dapat terjadi karena proses

rekrutmen yang dilakukan tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, serta

proses penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, pimpinan

telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk

mengembangkan diri dengan cara mengambil beasiswa S2, S3 atau mengikuti

pendidikan dan pelatihan yang ada. Adanya sistem informasi kepegawaian

membuat data pegawai dapat terpantau dengan baik serta sangat membantu dalam

pola mutasi pegawai dan penyeleksian beasiswa serta pemenuhan peserta diklat

kompetensi. Hal ini berpengaruh dalam penatausahaan Barang Milik Negara

sebagai contoh petugas BMN akan mengikuti diklat pengelolaan BMN sehingga

dapat mengembangkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dalam melakukan pembinaan pegawai yang akan pensiun, Kementerian

Perdagangan menyediakan pembekalan untuk menghadapi masa purna tugas/

pensiun. Hal ini dilakukan agar setelah habis masa baktinya, pegawai tetap dapat

melakukan usaha sehingga tetap dapat ikut menggerakkan perekonomian bangsa.

Dari penjabaran diatas dapat terlihat kebijakan pembinaan sumber daya

manusia dari segi prosedur penggajian, pelatihan, promosi, kompensasi,

pendisiplinan dan pemberhentian pegawai pun telah memadai.
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4.3 Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi

Perkembangan teknologi informasi memudahkan pemerintah dalam

melakukan pengelolaan aset. Risiko atas teknologi informasi ini juga menjadi

sangat besar. Akurasi dari ouput yang dihasilkan oleh sistem sangat bergantung

pada akurasi input dan ketepatan aplikasi yang memproses input tersebut.

Rencana pengamanan sistem informasi merupakan suatu proses yang dilakukan

dalam rangka membatasi dan mengendalikan akses dari penggunaan yang tidak

sah. Salah satu sistem informasi yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan aset adalah Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang

dioperasikan oleh pegawai yang ditunjuk menjadi operator BMN di unitnya.

Berikut ini adalah bentuk kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Sekretariat

Jenderal dalam pengelolaan sistem informasi SIMAK BMN :

a) Pembatasan akses log in aplikasi melalui password

Password hanya akan diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai

petugas operator SIMAK BMN. Hal ini dilakukan untuk membatasi orang

yang dapat mengakses data BMN didalam SIMAK sehingga tidak adanya

pengubahan data yang tak sah dan akses data oleh orang yang tidak

bertanggung jawab.

b) Larangan log in pada sistem operasi bagi operator

Untuk menghindari pengubahan program dan data karena tidak adanya

kendali, maka petugas operator dilarang untuk log in pada sistem operasi

SIMAK BMN. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem operasi pada

aplikasi maka operator harus menghubungi Kementerian keuangan pada

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk melaporkan kerusakan atau

kegagalan sistem operasi tersebut.

c) Penggunaan komputer atau laptop khusus untuk aplikasi SIMAK BMN

Seiring dengan pesatnya sistem informasi maka banyak sekali aplikasi yang

muncul di pemerintahan. Untuk menghindari error pada Aplikasi SIMAK
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BMN, maka Sekretariat Jenderal menganjurkan unit Eselon II untuk

meletakkan aplikasi SIMAK BMN pada komputer atau laptop khusus yang

tidak tercampur dengan program aplikasi lain.

d) Pencegahan virus dan spyware dengan Anti virus dan Anti Spy

Banyaknya virus yang dapat merusak data harus diantisipasi dengan

menginstal anti virus kedalam komputer / laptop yang berisi aplikasi SIMAK

BMN. Hal ini dilakukan sebagai tindakan preventif atas kehilangan,kerusakan

atau kecurian data.

e) Pengecekan ulang data

Sebelum data diinput, untuk menghindari salah input, operator BMN harus

melakukan pengecekan ulang data agar saat meng-input juga data yang akan

diinput sudah dibaca terlebih dahulu sehingga akan lebih teliti dalam meng-

input.

f) Back-up data

Untuk menghindari hal–hal yang tak terduga seperti kehilangan ADK dari

segi hardware ataupun software, operator wajib melakukan proses back–up

setiap harinya, juga melakukan penyimpanan back-up terpisah dari komputer

/ laptop setiap bulannya.

Dari penjabaran diatas dapat dilihat bahwa Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan telah melakukan kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem

informasi dengan baik.

4.4 Pengendalian Fisik Aset

Untuk mencapai salah satu tujuan pengendalian berupa pengamanan aset,

Sekretaris Jenderal telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik

terutama untuk aset yang rawan terhadap risiko kecurian, kerusakan atau

penggunaan yang tidak sah.  Sekretaris Jenderal juga telah mengkomunikasikan

kebijakan dan prosedur tersebut kepada seluruh pegawai. Beberapa kebijakan dan

prosedur yang ditetapkan dalam pengendalian fisik aset antara lain :
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a) Adanya Guarantee letter dalam setiap pengadaan aset

Pembuatan guarantee letter ini dilakukan untuk beberapa aset yang nilainya

cukup besar agar dalam jangka waktu tertentu aset masih mendapatkan

garansi dari pihak yang mengadakan aset tersebut.

b) Ruang penyimpanan aset

Adanya ruang penyimpanan bagi aset yang rawan terhadap kehilangan,

pencurian, kerusakan atau penggunaan yang tidak sah. Aset yang disediakan

ruang penyimpanan antara lain persediaan, perlengkapan dan arsip dokumen.

c) Pembatasan akses untuk ruang penyimpanan

Selain disimpan dalam ruang penyimpanan tersendiri, aset yang rawan seperti

persediaan, perlengkapan dan arsip juga dibatasi aksesnya. Tidak semua

pegawai dapat masuk ke dalam ruang penyimpanan tersebut. Ruang

penyimpanan hanya dijaga oleh pegawai yang ditunjuk sebagai petugas

gudang. Akses kunci juga hanya diberikan kepada petugas gudang dan kepala

bagian tatausaha di unitnya masing–masing. Hal ini dimaksudkan agar aset

tersebut dapat terjaga dengan baik.

d) Stock opname dan inventarisasi

Adanya stock opname yang dilakukan enam bulan sekali terhadap persediaan

dilakukan untuk menguji pencatatan dengan jumlah riil persediaan. Hasil dari

stock opname dibuatlah Berita Acara Stock Opname (lihat lampiran 10).

Sedangkan untuk perlengkapan ataupun peralatan kantor dilakukan

pengecekan fisik aset tetap setahun sekali untuk pengadaan pada tahun

berjalan. Proses inventarisasi dilakukan untuk mengetahui kondisi barang.

Proses inventarisasi sekurang-kurangnya dilakukan lima tahun sekali atau

pada saat tertentu misalnya pada saat terjadinya transfer aset masuk atau

keluar.
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e) Prenumbered dokumen

Formulir seperti blanko persediaan, kartu barang dicetak dan diberikan nomor

sebelumnya. Pengendalian ini dilakukan untuk menjaga keakuratan dokumen,

sehingga tidak ada dokumen yang dapat diubah nomor dan tanggal

transaksinya.

f) Pemberian label pada aset

Pada setiap aset yang mudah dibawa, perlengkapan atau peralatan kantor

diberikan label kode barang yang telah ditetapkan sebagai tanda inventaris.

Kode barang terdiri 10 (sepuluh) angka/digit yang terbagi dalam lima

kelompok kode dengan susunan sebagai berikut :

X . X X . X X . X X . X X X

Satu angka/digit pertama : menunjukkan kode Golongan Barang

Dua angka/digit kedua : menunjukkan kode Bidang Barang

Dua angka/digit ketiga : menunjukkan kode Kelompok Barang

Dua angka/digit keempat : menunjukkan kode Sub Kelompok Barang

Tiga angka/digit kelima : menunjukkan kode Sub-Sub Kelompok

Barang

g) Pengamanan fasilitas

Selain ruang penyimpanan, untuk aset, perlengkapan atau peralatan yang

tidak memiliki ruang penyimpanan tersendiri, Gedung sudah dilengkapi

dengan sistem pemadam kebakaran, CCTV dan petugas keamanan yang

berjaga 24 jam. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya

kecurian atau huru hara dari orang luar dan apabila terdeteksinya tanda –

tanda kebakaran dapat segera ditangani.
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h) Pembatasan pemakaian gedung hari kerja dan libur

Apabila pegawai akan lembur setelah jam kantor maka, unit yang

bersangkutan harus mengirimkan surat keterangan lembur kepada Biro

Umum yang menginformasikan nama pegawai yang lembur, uraian kegiatan

lembur dan jangka waktu lembur. Begitu pula pemakaian gedung diluar hari

kerja (sabtu atau minggu) harus dengan seizin kepala Biro Umum.

4.5 Penetapan Reviu Indikator dan Ukuran Kinerja

Reformasi birokrasi dilingkungan Kementerian Perdagangan dilatar

belakangi adanya tuntutan peningkatan kinerja organisasi. Kinerja Kementerian

harus didukung oleh pencapaian kinerja unit kerja dan para individu yang ada

didalamnya. Berikut ini adalah tiga proses yang digunakan oleh Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mencapai peningkatan kinerja

organisasi  :

a) Penetapan indikator dan ukuran kinerja Sekretariat Jenderal

Pada tahun berjalan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan

menetapkan indikator dan ukuran kinerja pada saat penyusunan (Rencana Kerja

Anggaran Kementerian/Lembaga) RKA-K/L. Dalam penyusunan RKA-K/L ini

Sekretariat Jenderal memasukkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil

yang diharapkan, kegiatan dan keluaran yang diharapkan. Selanjutnya dalam

penetapan keluaran yang diharapkan, Sekretariat Jenderal dapat menghitung

pendanaan yang dibutuhkan serta efisiensinya dalam pencapain hasil dan

keluaran tersebut. Indikator  dan ukuran kinerja yang digunakan antara lain

balance score card. Sedangkan indikator kinerja dituangkan dalam dokumen

penetapan kinerja, dokumen ini merupakan kontrak kinerja yang akan dicapai

setiap Eselon IV yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan pada

masing-masing unit.

Selain adanya balance score card, penetapan indikator dan ukuran kinerja ini

dilakukan melalui penandatanganan kontrak kinerja antara Sekretaris Jenderal

Analisis kegiatan..., Afrida Maharani Timala, FE UI, 2012



50

Universitas Indonesia

dengan unit Eselon II dilingkungannya serta antara Menteri Perdagangan

dengan unit Eselon I.

b) Penetapan indikator dan ukuran kinerja unit kerja dan pegawai

Proses penetapan ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa kegiatan unit kerja

organisasi tingkat yang lebih rendah sejalan dan mendukung upaya atasannya

untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Setelah sasaran strategis

diselaraskan, selanjutnya ditetapkan indikator dan ukuran kinerja yang tepat

untuk masing-masing sasaran strategis setiap tingkatan Eselon. Dalam

menetapkan indikator dan ukuran kinerja unit dan pegawai dilingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan belum ada pengukuran yang

mendetil sampai dengan pegawai, masih hanya sebatas unit kerja saja

c) Reviu indikator dan ukuran kinerja

Sekretariat Jenderal secara berkala mereviu dan memvalidasi kebenaran dan

integritas dari indikator dan ukuran untuk unit kerja dan individual. Validasi

dan reviu ini digunakan untuk tujuan pengendalian operasional pelaporan

keuangan dengan menggunakan indikator kinerja. Data pencapaian kinerja

aktual dibandingkan dengan rencana tujuan yang ditetapkan dan perbedaannya

dianalisis. Pembandingan dua sumber data untuk melakukan analisis hubungan,

apabila terdapat perbedaan dilakukan perbaikan secepatnya.

4.6 Pemisahan Fungsi

Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta uraian jabatan sangat

berguna untuk mengurangi risiko kesalahan, pemborosan atau kecurangan.

Berikut ini adalah pemisahan fungsi yang dilaksanakan pada Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan :

a) Pemisahan tugas penyimpanan aset dari tugas pencatatan

Adanya pemisahan tugas ini dapat terlihat dari adanya seorang petugas

gudang yang bertanggung jawab untuk seluruh barang persediaan, petugas

pengelola Barang Milik Negara untuk aset tetap dan lainnya yang dapat
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disebut sebagai petugas penyimpanan aset serta seorang petugas  pencatatan.

Dalam hal ini petugas gudang dan petugas pengelola barang melakukan

pencatatan didalam kartu persediaan dan kartu identitas barang, sedangkan

petugas pencatatan melakukan pencatatan pada buku persediaan serta daftar

barang pengguna. Petugas gudang melakukan pencatatan persediaan masuk

kedalam kartu barang berdasarkan jumlah fisik persediaan yang diterima dari

panitia penerimaan barang dan dokumen sumber yaitu faktur barang, berita

acara serah terima pekerjaan dan kuitansi. Untuk persediaan keluar petugas

gudang mencatat berdasarkan barang yang diambilnya didalam gudang serta

blanko pengeluaran persediaan.

Petugas pengelolaan barang mencatat aset kedalam daftar barang pengguna

berdasarkan jumlah fisik aset yang diterima dari  panitia penerimaan yang

dicocokkan dengan dokumen sumbernya yaitu faktur barang, berita acara

serah terima pekerjaan dan kuitansi. Sedangkan petugas pencatatan akan

melakukan pencatatan barang masuk berdasarkan dokumen sumber yaitu

faktur barang, berita acara serah terima pekerjaan dan kuitansi yang diterima

dari panitia penerimaan barang, apabila barang tersebut didapat dari hasil

hibah atau jenis mutasi aset masuk lainnya, pencatatan akan dilakukan

berdasarkan dokumen sumber seperti surat keterangan hibah aset atau sesuai

dengan jenis yang telah disebutkan dalam jenis mutasi barang yang telah

dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk pencatatan barang keluar memiliki

perlakuan yang berbeda antara persediaan dengan aset tetap dalam hal

dokumen sumber. Persediaan keluar akan dicatat berdasarkan blanko

pengeluaran persediaan sedangkan aset tetap yang keluar atau bermutasi akan

dicatat berdasarkan jenis mutasinya apakah dikategorikan penghapusan aset,

hibah aset ataupun jenis lainnya yang sudah dijelaskan pada jenis mutasi

barang sebelumnya.

b) Pemisahan tugas otorisasi transaksi dari tugas penyimpanan aset

Sebagai petugas otorisasi transaksi, panitia penerimaan barang bertugas untuk

memastikan barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan waktu

yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam kontrak beserta
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lampirannya. Panitia penerimaan barang juga bertugas memeriksa dan

menerima penyerahan barang dari penyedia dan menuangkannya didalam

Berita Acara Serah Terima Barang (lihat lampiran 7). Berita Acara Serah

Terima tersebut selanjutnya diserahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

untuk ditindaklanjuti.

Bilamana terdapat indikasi adanya mark-up, dapat disampaikan kepada aparat

pemeriksa Intern disertai dengan bukti yang cukup. Setelah barang diterima

dalam kondisi baik dan lengkap, panitia penerima barang bersama dengan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan kepada petugas gudang

untuk jenis persediaan dan petugas pengelola Barang Milik Negara untuk aset

tetap atau aset lainnya.

c) Pemisahan tugas sistem informasi dari pihak pengguna

Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara) yang merupakan suatu sistem inventarisasi, penatausahaan atau

serangkaian prosedur yang mengatur tentang tata cara pelaporan Barang

Milik Negara untuk keperluan manajemen dan akuntansi aset atau kekayaan

negara yang dikuasai oleh Kementerian Perdagangan.

Aplikasi ini dijalankan oleh dua petugas BMN di Unit Penatausahaan Barang

Sekretariat Jenderal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian

Barang Milik Negara Biro Umum, Ibu Anda Lucia mengatakan “ Ada dua

petugas BMN, yang pertama bertugas melakukan pembukuan atas persediaan

dan aset  tetap atau aset lainnya, petugas ini nantinya akan melakukan

rekonsiliasi data BMN dengan DJKN. Petugas yang kedua adalah petugas

gudang, yang akan membantu dalma penyimpanan barang”. Pegawai yang

membutuhkan barang (persediaan) akan meminta barang tersebut kepada

petugas gudang dan mengisi blanko pengeluaran barang. Blanko tersebut

akan diberikan petugas gudang kepada operator SIMAK BMN sebagai

dokumen sumber pembukuan pengeluaran persediaan.

Dalam hal pemakaian aset tetap seperti komputer, laptop serta jenis lainnya,

setelah barang diterima oleh petugas pengelola BMN dari panitia penerimaan
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barang petugas pengelola akan melihat daftar inventaris barang dan pengguna

barang yang ada. Setelah dillihat dan diteliti, petugas pengelola akan

menyerahkan aset tersebut kepada pegawai yang akan menggunakannya.

Dalam hal pemeliharaan pegawai yang menggunakan aset negara wajib

memelihara aset tersebut dengan baik dan melaporkan apabila terjadi sesuatu

terhadap aset tersebut kepada petugas pengelola Barang Milik Negara.

4.7 Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Penting

Adanya pengesahan atau yang sering disebut dengan otorisasi sangat

diperlukan agar terciptanya kontrol yang baik dalam mutasi suatu barang. Hal ini

juga dilakukan agar tidak adanya pegawai yang dapat memasukkan dan

mengeluarkan barang tanpa ada status yang jelas dengan barang tersebut, otorisasi

ini juga untuk mencegah terjadinya kehilangan aset. Otorisasi yang terjadi

dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan antara lain:

a) Otorisasi umum

Adanya prosedur penandatanganan blanko pengeluaran persediaan oleh

pegawai pengguna dan petugas gudang bertujuan untuk mengkontrol

pengeluaran barang persediaan. Otorisasi ini dilakukan agar setiap pegawai

yang ingin meminta barang persediaan benar telah menerima sejumlah barang

yang tertulis didalam blanko tersebut dan sebagai bukti bahwa petugas benar

telah mengeluarkan barang tersebut sejumlah yang ada di blanko.

Dalam hal pelaporan Barang Milik Negara setiap semesternya harus

ditandatangani oleh penanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan yakni Kepala Biro Umum. Hal ini dilakukan agar kuasa

penguna barang mengetahui berapa saldo Barang Milik Negara setiap akhir

semester.Selain itu otorisasi laporan yang ditandatangani oleh penanggung

jawab juga merupakan persyaratan agar laporan dapat diterima oleh DJKN.

b) Otorisasi khusus

Prosedur khusus berlaku pada saat permintaan penggunaan aset tetap, surat

permintaan dari kepala bagian kepada penanggung jawab barang Sekretariat
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Jenderal Kementerian Perdagangan akan ditelaah oleh petugas pengelola

barang. Petugas pengelola barang akan melihat Daftar Pengguna Barang yang

ada dan memberikan informasi tentang aset tetap yang sudah digunakan di

bagian tersebut kepada penanggung jawab barang Sekretariat Jenderal.

Setelah informasi didapat penanggung jawab barang akan memberi keputusan

untuk penggunaan aset tersebut, apabila permintaan kepala bagian tersebut

disetujui oleh penanggung jawab barang maka penanggung jawab barang

akan menandatangani surat penggunaan aset tersebut, selanjutnya petugas

pengelolaan barang akan mengeluarkan barang yang akan digunakan sesuai

dengan surat pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab

Sekretariat Jenderal.

Dalam hal aset seperti tanah dan bangunan yang dibangun oleh Sekretariat

Jenderal untuk unit Eselon I lainnya, setelah tanah dan bangunan selesai

dibangun maka akan dilakukan serah terima dari Sekretariat Jenderal kepada

unit Eselon I lainnya yang ditandatangani oleh penanggung jawab barang

kedua belah pihak.

4.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu

Dalam melaksanakan pencatatan yang akurat dan tepat waktu, Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan telah membuat daftar kode barang yang

menggambarkan bahwa seluruh jenis barang telah dikelompokkan dengan benar

sehingga memudahkan dalam mengenali dan mengelompokkan jenis aset. Juga

adanya pencatatan akan kriteria kondisi aset sebagai berikut :

1) Barang Bergerak

a) Baik (B)                     : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam

keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.

b) Rusak Ringan (RR)     : Apabila barang tersebut masih dalam

keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan

baik. Untuk berfungsi dengan baik

memerlukan perbaikan ringan dan tidak
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memerlukan penggantian bagian utama/

komponen pokok.

c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh

dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan

perbaikan besar/ penggantian bagian

utama/komponen pokok, sehingga tidak

ekonomis lagi untuk diadakan

perbaikan/rehabilitasi.

2) Barang Tidak Bergerak

a) Tanah

i. Baik (B)              : Apabila kondisi tanah tersebut siap

dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya.

ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu

sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau

dimanfaatkan dan masih memerlukan

pengolahan/perlakuan (misalnya

pengeringan, pengurugan, perataan, dan

pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai

dengan peruntukannya.

iii. Rusak Berat (RB)    : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat

lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan

sesuai dengan peruntukannya karena adanya

bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

i. Baik (B)                : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam

keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
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ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam

keadaan utuh namun memerlukan perbaikan

ringan untuk dapat dipergunakan sesuai

dengan fungsinya.

iii. Rusak Berat (RB)    : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam

keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan

baik dan memerlukan perbaikan dengan

biaya besar.

c) Bangunan

i. Baik (B)                 : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak

memerlukan perbaikan yang berarti kecuali

pemeliharaan rutin.

ii. Rusak Ringan (RR)  : Apabila bangunan tersebut masih utuh,

memerlukan pemeliharaan rutin dan

perbaikan ringan pada komponen-komponen

bukan konstruksi utama.

iii. Rusak Berat (RB)    : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan

tidak dapat dipergunakan lagi.

Seluruh transaksi perolehan ataupun mutasi aset telah dicatat pada saat

terjadinya,saat barang dan faktur barang diterima atau pada saat aset berpindah

kepemilikan.  Seluruh aset juga telah dilaporkan dan di rekonsiliasikan tepat

waktu. Sekretariat Jenderal juga telah membuat buku persediaan dan kartu

identitas barang yang baku yang disebarluaskan keseluruh unit.

Sekretariat Jenderal juga telah melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan

SIMAK BMN dilingkungan Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan agar

seluruh petugas BMN dapat mencatat seluruh BMN kedalam aplikasi SIMAK

serta melakukan arsip atas seluruh dokumen yang terkait untuk setiap transaksi

atau kejadian baik atas dokumen asli ataupun catatan tambahan mengenai kondisi

aset  serta dokumen pendukung lainnya telah disimpan sebagai bahan pendukung
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untuk laporan Barang Milik Negara  serta  pencatatan atas Barang Milik Negara

yang dimiliki.

4.9 Pembatasan Akses Atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Akses atas sumber daya dan pencatatannya dibatasi kepada orang yang

diberi kewenangan dan tanggung jawab atas pengamanan dibuktikan dengan

adanya bukti penerimaan, penginventarisasian dan pencatatan lainnya serta

penugasan penyimpanan dan pencatatan atas pemindahan penyimpanan sumber

daya. Pembatasan akses di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan terlihat

dalam pengelolaan sistem akuntansi Barang Milik Negara yang dikelola oleh unit

organisasi akuntansi BMN yang terdiri dari penanggung jawab (kepala satuan

kerja dan pejabat yang ditunjuk) serta dua orang petugas akuntansi BMN terkait

dengan administrasi dan verifikasi.

Ketetapan pejabat dan petugas untuk penyimpanan Barang Milik Negara

juga diperbaharui setiap tahunnya. Secara berkala minimal 5 tahun, tingkat

pembatasan akses pun ikut di reviu dan diperbaharui dengan mempertimbangkan

faktor-faktor nilai aset, kemudahan untuk dibawa dan kemudahan untuk

dipertukarkan. Kegiatan pengendalian lain atas pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya juga telah dijabarkan pada poin pengendalian fisik aset

dan pengelolaan sistem informasi.

4.10 Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Sekretariat Jenderal menugaskan pegawai yang bertanggung jawab

terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas

penugasan tersebut secara berkala. Pertanggung jawaban atas

penyimpanan,penggunaan dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai

khusus. Pembandingan antara sumber daya dengan catatannya dilakukan secara

periodik untuk memastikan kesesuaiannya. Apabila terdapat perbedaan maka akan

dilakukan pengujian. Dalam rangka meyakini nilai BMN di neraca dan laporan

BMN Sekretariat Jenderal wajib melakukan rekonsiliasi Intern dengan Biro

Keuangan untuk mengetahui penggunaan anggaran yang terkait aset apakah sudah
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sesuai atau tidak.Selain itu juga harus dilakukan rekonsiliasi laporan BMN dengan

kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang setiap semesternya.

Sekretaris Jenderal juga telah menginformasikan dan mengomunikasikan

tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam

organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami tanggung

jawabnya. Komunikasi ini telah dibangun baik secara formal melalui rapat–rapat

dan reviu laporan pengurusan Barang Milik Negara maupun informal.

4.11 Dokumentasi yang Baik Atas Pengendalian Intern dan Transaksi /

Kejadian Penting

Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah melakukan

pengarsipan atas dokumen sumber perolehan dan mutasi barang. Berdasarkan

hasil wawancara dengan Muhammad Farkhan “Arsip disimpan secara fisik dalam

beberapa dokumen. Dikelompokkan menjadi dokumen persediaan dan aset tetap,

dimana dokumen persediaan terdiri dari arsip perolehan persediaan dan arsip

pengeluaran persediaan barang (kumpulan blanko persediaan). Sedangkan untuk

aset tetap terdiri dari arsip perolehan barang dan arsip mutasi Barang Milik

Negara.”

Dalam merancang dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan telah memenuhi syarat-syarat perancangan dokumen yaitu sudah

diberikan nomor secara berurutan untuk blanko pengeluaran persediaan, diberikan

tanggal sesuai dengan dengan terjadinya transaksi. Formulir ini digunakan sebagai

sumber pencatatan oleh petugas operator SIMAK BMN. Isi blanko pengeluaran

persediaan sudah mencakup informasi yang dibutuhkan seperti kode barang, nama

barang, jumlah dan satuan barang serta membutuhkan otorisasi dari pegawai

pengguna dan petugas gudang. Sedangkan untuk dokumen perolehan persediaan

diambil dari faktur barang yang sudah terdapat penomoran dan tanggal

penyerahan barang pada faktur barang tersebut dan sudah  diotorisasi oleh panitia

penerimaan barang.

Analisis kegiatan..., Afrida Maharani Timala, FE UI, 2012



59

Universitas Indonesia

Dokumen penggunaan aset tetap dirancang oleh Sekretariat Jenderal

dalam bentuk nota dinas penggunaan aset. Pada nota dinas tersebut dijelaskan

pada tanggal terjadinya transaksi telah dilakukan penyerahan aset kepada pegawai

untuk digunakan dan dipelihara sebaik mungkin. Dalam melakukan penomoran

nota dinas, nomor yang diberikan tergabung dengan nomor nota dinas lainnya dan

tidak ada penomoran khusus untuk nota dinas penyerahan aset kepada pegawai.

Berikut ini adalah hal yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal sebagai acuan

dalam melaksanakan dokumentasi :

a) Menuangkan secara tertulis seluruh sistem pengendalian inten dan semua

transaksi penting.

b) Dokumentasi bersifat update dan selalu tersedia jika dilakukan pengujian.

c) Dokumentasi pengendalian intern mencakup identifikasi atas fungsi dan

tujuan serta kegiatan pengendalian untuk setiap tingkat kegiatan, sebagaimana

yang tertuang dalam arahan pimpinan, kebijakan administrasi, pedoman

akuntansi dan pedoman lainnya.

d) Dokumentasi pengendalian Intern meliputi dokumentasi yang menguraikan

dan mencakup sistem informasi otomatis, pengumpulan dan pengolahan data,

pengendalian umum dan aplikasi terkait dengan sistem tersebut.

e) Dokumentasi dari transaksi dan kejadian penting lainnya lengkap, akurat serta

memudahkan penelusurannya sejak awal otorisasi, pemrosesannya sampai

dengan selesai.

f) Dokumentasi dibuat dalam bentuk hard copy dan soft copy, serta dapat

digunakan untuk mengendalikan, mengevaluasi dan menganalisis operasi.

g) Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola secara memadai, dipelihara dan

dimutakhirkan secara berkala.
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4.12 Analisis Subunsur Kegiatan Pengendalian

No Subunsur Kegiatan Pengendalian Analisa

1 Reviu atas kinerja instansi

pemerintah

Adanya perencanaan aset serta proses

reviu terhadap realisasi pengadaan

aset menggambarkan bahwa subunsur

ini sudah diterapkan dengan baik.

2 Pembinaan sumber daya manusia Adanya, uraian jabatan petugas

penatausahaan barang serta pelatihan

dan pendidikan tentang pengelolaan

BMN yang diselenggarakan oleh

Intern Kementerian Perdagangan

menggambarkan dilaksanakannya

subunsur pengembangan sumber daya

manusia dalam pengelolaan aset.

3 Pengendalian atas pengelolaan

sistem informasi

Adanya pembatasan akses log-in

aplikasi melalui password, larangan

log in pada sistem operasi bagi

operator , penggunaan komputer atau

laptop khusus untuk aplikasi SIMAK

BMN, pencegahan virus dan spyware ,

pengecekan ulang data serta adanya

proses back up data menggambarkan

bahwa adanya pengendalian atas

pengelolaan sistem informasi dalam

penatausahaan BMN dilingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan.

4 Pengendalian fisik atas aset Adanya guarantee letter dalam setiap

pengadaan aset, ruang penyimpanan

aset, pembatasan akses untuk ruang
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penyimpanan, stock opname dan

inventarisasi, prenumbered dokumen,

pemberian label pada aset, serta

pengamanan fasilitas menunjukkan

bahwa adanya pengendalian fisik atas

aset dilingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan.

5 Penetapan reviu indikator dan

ukuran kinerja

Penetapan reviu dan indikator

dilakukan melalui target realisasi

keuangan serta jumlah unit aset yang

terealisasi dibandingkan dengan

rencana jumlah unit yang diadakan.

Belum adanya pengukuran kinerja

terhadap pegawai atau petugas BMN

dilingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan.

6 Pemisahan fungsi Sudah adanya pemisahan tugas

penyimpanan aset dari petugas

pencatatan, serta pemisahan tugas

otorisasi transaksi dari tugas

penyimpanna aset dan pemisahan

tugas sistem informasi dari pihak

pengguna menggambarkan bahwa

pemisahan fungsi ini sudah berjalan

dengan baik dalam penatausahaan

Barang Milik Negara dilingkungan

Sekretraiat Jenderal Kementerian

Perdagangan.

7 Otorisasi atas transaksi dan

kejadian penting

Adanya prosedur penandatanganan

blanko serta prosedur permintaan

penggunaan aset tetap
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menggambarkan bahwa dalam  setiap

pengeluaran aset tetap sudah ada

prosedur dan otorisasi yang harus

dilengkapi, sehingga subunsur

otorisasi ini dapat dikatakan sudah

berjalan dengan baik dalam

penatausahaan BMN Sekretariat

Jenderal Kementerian Perdagangan.

8 Pencatatan yang akurat dan tepat

waktu

Adanya kode barang digunakan untuk

melihat apakah barang sudah

dikelompokkan dengan benar dan

akurat, pengecekan kondisi barang

juga menunjukkan bahwa adanya

pencatatan kondisi barang yang

sesungguhnya. Mencatat pada saat

terjadinya transaksi menggambarkan

bahwa pencatatan dilakukan tepat

waktu dan tidak ditunda. Penjabaran

ini menggambarkan bahwa proses

pencatatan yang akurat dan tepat

waktu sudah dilaksanakan  dengan

baik dalam penatausahaan Barang

Milik Negara.

9 Pembatasan akses atas sumber

daya dan pencatatannya

Adanya penugasan terhadap pegawai

tertentu untuk menangani pencatatan

dan penyimpanan menunjukkan

bahwa adanya pembatasan akses atas

sumber daya dan pencatatannya. Hal

ini menunjukkan bahwa subunsur ini

sudah berjalan dengan baik dalam

Penatausahaan Barang Milik Negara.

10 Akuntabilitas terhadap sumber Stock opname dilakukan untuk
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daya dan pencatatannya melihat akuntabilitas antara

pencatatan dan kondisi fisik yang ada.

Hal ini menggambarkan bahwa

akuntabilitas terhadap sumber daya

dan pencatatannya sudah berjalan

dengan baik dalam penatausahaan

Barang Milik Negara.

11 Dokumentasi yang baik atas

pengendalian intern dan

transaksi/kejadian penting

Adanya ruang arsip, dan himbauan

untuk mengarsipkan dokumen sumber

menunjukkan bahwa sudah adanya

dokumentasi yang baik dilingkungan

penatausahaan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan.
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan penjabaran kegiatan pengendalian pada proses

penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa  kegiatan

pengendalian dalam penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan

Kementerian Perdagangan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini

dapat terlihat dari terpenuhinya sebelas subunsur kegiatan pengendalian yang

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah yaitu sudah adanya reviu atas kinerja instnasi

pemerintah, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan

sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan reviu indikator dan

ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting,

pencatatan yang akurat dan tepat waktu, pembatasan akses atas sumber daya dan

pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya serta

dokumentasi yang baik atas pengendalian intern dan kejadian penting.

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan adanya kelemahan dalam hal

reviu indikator dan ukuran kinerja, yaitu belum dimilikinya standar pengukuran

kinerja dalam pengelolaan aset. Standar pengukuran kinerja yang dimiliki baru

dari segi keungan saja.  Dari segi pembinaan sumber daya manusia  juga terdapat

kelemahan yakni masih adanya penempatan pegawai yang kurang tepat dan tidak

sesuai dengan kompetensinya dan masih adanya kasus kerugian negara karena

kehilangan aset akibat kelalaian pegawai. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya

kesadaran pegawai akan pemeliharaan aset negara.

Dari hasil penelitian dapat dilihat pula sudah terbentuknya pengendalian

atas pengelolaan sistem informasi baik pengendalian secara akses maupun secara

program, adanya pengendalian fisik atas aset juga sudah diperhatikan dengan baik

oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan dibuatnya ruang arsip
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disetiap unit agar dokumentasi pengendalian intern dan kejadian penting

juga dapat tersimpan dengan baik.

Pemisahan fungsi antara petugas penyimpan barang dengan pencatatan

juga telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan uraian tugasnya. Adanya

stock opname juga menggambarkan reviu secara periode yang dilakukan oleh

penanggung jawab unit penatausahaan, juga menggambarkan adanya akuntabilitas

terhadap sumber daya dan pencatatannya.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan dan analisis yang dilakukan, penulis memiliki

beberapa saran untuk proses penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan

Sekretariat Jenderal sebagai masukan yang bermanfaat yaitu :

1. Pentingnya penatausahaan aset dilingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan harus diikuti dengan kesadaran pentingnya

menempatkan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. Hal ini

dilakukan agar dalam proses penatusahaan barang dapat dilaksanakan

dengan lebih baik lagi dan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Perlunya pengukuran kinerja melalui kontrak kinerja yang berisi target

kinerja pegawai dalam satu periode, sehingga dalam pengukuran penetapan

reviu indikator  dan ukuran kinerja antara unit dengan pegawai dapat

terlaksana dengan baik serta seiring sejalan dalam mendukung tugas dan

fungsi kementerian.

3. Perlunya peningkatan pemahaman kepada pegawai akan pentingnya

memelihara aset negara yang telah dipercayakan kepada pegawai tersebut.

Hal ini perlu dilakukan dengan sosialisasi TP/TGR (tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi) serta proses pemindahtangan aset

dan penghapusan agar pegawai lebih menjaga aset yang dipercayakan

kepadanya.
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Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Anda Lucia

Jabatan : Kepala Bagian BMN Biro Umum Setjen Kemendag

Tanggal : 2 Mei 2012

Poin A - Proses Penatausahaan BMN Dilingkungan Sekjen Kemendag

1. Bagaimanakah Proses Pembukuan dan Pelaporan BMN ?

 Dokumen sumber yang digunakan antara lain BASTP, Faktur

Barang dan SP2D.

 Barang didaftarkan dan diminta pengesahan pada DBP nya kepada

Sekretaris Jenderal

 Biro Umum dan Biro serta Pusat melakukan pengamanan aset

(penyimpanan) dan pengarsipan dokumen BMN

 Perubahan yang terjadi karena proses transfer masuk, keluar barang

juga akan di update kedalam SIMAK BMN

 Akhir semester di back-up Biro Umum akan menggabungkan

ADK seluruh SIMAK BMN lalu dikirim ke Biro Keuangan

 Biro Umum akan melakukan rekonsiliasi dengan DJKN

 Hasil rekonsiliasi dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal,

selanjutnya Sekretaris Jenderal akan menandatangani Berita Acara

Rekonsiliasi

 Biro Umum menyusun laporan BMN E-1 Setjen

 Laporan diperiksa dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal,

Laporan tingkat E-1 akan digabungkan ke Biro Keuangan sebagai

laporan BMN tingkat Kementerian
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2. Bagaimanakah Proses Inventarisasi BMN ?

 Inventarisasi BMN dilakukan secara keseluruhan dilingkungan

Setjen kurang lebih 5 tahun sekali, tetapi ada juga Inventarisasi

yang dilakukan pada waktu tertentu, seperti pada saat adanya

transfer masuk atau keluar aset dari Setjen Kemendag.

 Untuk Inventarisasi yang bersifat pada saat tertentu, harga

dilakukan oleh Biro Umum dan tidak melibatkan seluruh Biro dan

Pusat lainnya.

 Diadakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan BMN

 Inventarisasi dilakukan dengan melihat kondisi barang

(pengecekan fisik) dengan catatan atas kondisi barang yang ada.

 Setelah proses Inventarisasi dibuatlah Berita Acara Inventarisasi BMN

Poin B - Kegiatan Pengendalian

1. Apakah  saudara mengenal istilah kegiatan pengendalian yang tertuang

dalam PP Nomor 60 Tahun 2008?

 Pernah mendengar tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dan kegiatan pengendalian

2. Apakah  ada standard operating procedure (SOP) dalam penatausahaan

Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Jenderal Kementerian

Perdagangan?

 Ada SOP tetapi  untuk tingkat Kementerian, belum ada SOP Mikro di

tingkat Eselon I

3. Apakah ada uraian tugas bagi petugas dan penanggung jawab

penatausahaan BMN ?

 Sudah ada uraian tugas untuk penanggung ajwab BMN serta petugas

BMN


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 Uraian tugas juga sudah tertulis dan setiap pegawai yang bertugas

sudah mengetahui uraian tugasnya masing-masing

4. Apakah dilakukan  reviu atas perencanaan pengadaan dan realisasi atas

aset?

 Dalam RKA-K/L setiap tahun ada perencanaan terhadap

pengadaan/perolehan aset yang pada pelaksanaan akan dibuat laporan

mingguan, bulanan, triwulanan yang berisi realisasi yang akan

diserahkan dan di reviu oleh Sekretaris Jenderal

5. Apakah ada sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan BMN?

Apabila ada apakah dilakukan pengendalian atas pengelolaan sistem

informasi tersebut?

 Ada aplikasi SIMAK BMN dari DJKN. Aplikasi dipegang satu

operator dengan password

 Adanya pemakaian laptop khusus, tidak dicampur dengan aplikasi

lainnya seperti RKA-K/L dan yang lainnya

 Laptop diinstall anti virus supaya data tidak hilang karena virus

6. Apa saja yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam pengendalian

fisik atas Aset?

 Adanya gudang yang dijaga oleh petugas gudang. Akses harga

diberikan kepada satu orang petugas gudang

 Stock Opname dan Inventarisasi dilakukan untuk melihat jumlah

barang secara riil dengan catatannya serta melihat kondisi barang

sesungguhnya

7. Apakah adanya penetapan reviu indikator dan ukuran kinerja dalam

penatausahaan BMN?

 Ada indikator penetapan kinerja yang dituangkan dalam output

pengadaan barang, pada balance score card
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 Disetiap unit Eselon II ada kontrak kinerja kepada Sekretaris Jenderal

 Tetapi belum ada kontrak kinerja antara pegawai dengan unit Eselon II

nya sehingga belum ada pengukuran kinerja yang memadai

8. Di dalam melaksnakan penatausahaan BMN apakah terdapat pemisahan

fungsi tanggung jawab?

 Adanya pemisahan fungsi, seluruh kegiatan penatausahaan ini tidak

dikendalikan oleh satu orang saja

 Pemisahan tugas antara petugas gudang dan petugas SIMAK dan

petugas SIMAK serta penanggungjawab BMN

9. Apakah ada otorisasi atas transaksi BMN serta otorisasi untuk kejadian

penting ?

 Otorisasi pada blanko pengeluaran persediaan, sedangkan pada

pengeluaran aset tetap dibutuhkan otorisasi dari kepala bagian pada

surat permintaan aset tetap

10. Apakah telah dilakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu dalam

penatausahaan BMN di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan?

 Pencatatannya dilakukan pada saat barang masuk atau pada saat

barang keluar

 Adanya pencatatannya atas kriteria kondisi aset yang dibagi dalam

tiga kriteria yaitu baik, rusak ringan dan rusak berat.

11. Apakah ada pembatasan akses atas symber daya dan pencatatannya?

 Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada pembatasan akses terhadap

gudang, hanya petugas gudang yang boleh masuk

 Pada pencatatan harga patugas simak yang boleh melakukan

pencatatan kedalam SIMAK BMN
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12. Apakah telah dilakukan akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya?

 Adanya stock opname untuk melihat akuntabilitas antara barang

dengan pancatatannya

 Ada rekonsiliasi dengan DJKN dan Biro Keuangan juga untuk jumlah

barang BMN untuk dilaporkan di Neraca

13. Apakah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah

mendokumentasikan transaksi atau kejadian penting yang terjadi? Dan

apakah ada dokumentasi atas kegiatan pengendalian?

 Ada dokumentasi transaksi melalui pengarsipan dokumen sumber

 Uraian tugas serta SOP kementerian dalam pembukuan dan pelaporan

serta Inventarisasi BMN telah dituangkan secara tertulis

Analisis kegiatan..., Afrida Maharani Timala, FE UI, 2012



lanjutan

Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Muhammad Farkhan

Jabatan : Petugas Penatausahaan BMN – Petugas SIMAK BMN

Tanggal : 2 Mei 2012

Poin A - Proses Penatausahaan BMN Dilingkungan Sekjen Kemendag

1. Bagaimanakah Proses Pembukuan dan Pelaporan BMN ?

 Dokumen sumber–didaftarkan dan diminta pengesahan DBP nya

kepada setjen-pengamanan aset dan dokumen arsip-update mutasi

atau perubahan kondisi barang-akhir semester DBP disahkan oleh

sekjen-SIMAK dibackup (ADK) dikompilasi di Biro Umum-

dikirimkan juga ke Biro Keuangan untuk kompilasi tingkat

Kementerian-laporan BMN dibuat dan disahkan dan evaluasi

Setjen-tindak lanjut dari setjen oleh biro dan pusat-perubahan

kembali diupdate pada SIMAK BMN-SIMAK di backup kembali-

rekonsiliasi data dengan DJKN-berita acara rekonsiliasi dikirim ke

setjen-penyusunan laporan final BMN Eselon I-copy laporan

dikirim ke Biro Keuangan untuk digabungkan tingkat Kementerian

2. Bagaimanakah Proses Inventarisasi BMN ?

 Surat dari setjen untuk dilaukan inventarisasi-pemberitahuan

kepada seluruh biro akan dilakukan inventarisasi-rapat koordinasi

inventarisasi BMN-pembentukan tim inventarisasi BMN setjen-

dokumen dipersiapkan untuk drperiksa-proses inventarisasi

dilaksanakan-berita acara inventarisasi BMN digabungkan-berita

acara rekonsiliasi disampaikan kepada setjen
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Poin B - Kegiatan Pengendalian

1. Apakah  sada reviu atas pengadaan dan realisasi?

 Dalam LAKIP setjen disebutkan adanya rencana pengadaan aset

beberapa unit serta realisasi atas pengadaan aset tersebut. Sedangkan

pejabat pengelola keuangan pada Biro Umum juga melakukan reviu

atas target anggaran pengadaan aset dengan realisasinya

2. Apakah  ada uraian tugas bagi petugas BMN?

 Sebagai petugas BMN, operator SIMAK BMN sudah mengetahui

uraian tugas saya dalam melaksanakan penatausahaan BMN. Petugas

pengelola gudang juga mempunyai uraian tugas. Di setjen juga

dilakukan pelatihan atau workshop tentang pengelolaan aset negara.

Hal ini dilakukan karena tidak semua petugas BMN dilingkungan

setjen berasal dari bidang akuntasi. Masih adanya petugas operator BM

yang berasal dari jurusan arsiparis atua jurusan lainnya. Sehingga agar

petugas tersebut mengerti proses pengelolaan aset, Biro Umum

bekerjajsama dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian  mengadakan

pelatihan tersebut.

3. Apakah ada uraian tugas bagi petugas dan penanggung jawab

penatausahaan BMN ?

 Sudah ada uraian tugas untuk penanggung ajwab BMN serta petugas

BMN

 Uraian tugas juga sudah tertulis dan setiap pegawai yang bertugas

sudah mengetahui uraian tugasnya masing-masing

4. Apakah ada sistem informasi yang digunakan dalam penatausahaan BMN?

Apabila ada apakah dilakukan pengendalian atas pengelolaan sistem

informasi tersebut?


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 Ada aplikasi SIMAK BMN dari DJKN. Aplikasi dipegang satu

operator dengan password

 Laptop yang digunakan khusus (tidak digabung dengan aplikasi lain)

 Adanya anti virus dan anti spyware yang di install

 Apabila ada masalah aplikasi dikembalikan atau menghubungi DJKN

 Sebelum input data harus diverifikasi dulu, setelah diinput data di cek

kembali biar tidak salah masukin data lalu di backup

5. Apa saja yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam pengendalian

fisik atas Aset?

 Aset disimpan diruang khusus penyimpanan ada gudang persediaan

dan ada gudang aset tetap (tetapi dalam aset tetap, jarang sekali saat

akhir tahun masih ada digudang) karena sudah digunakan

 Hanya petugas gudang yang boleh masuk kedalam ruang penyimpanan

tersebut

 Ada guarantee letter dalam pengadaan aset

 Stock opname dan Inventarisasi untuk melihat jumlah barang apakah

sesuai dengan pencatatan dan inventarisasi untuk melihat kondisi aset

 Dokumen atau blanko persediaan prenumbered

 Pemberian label pada saat tetap

 Pengamanan fasilitas gedung dan pembatasan pemakaian fasilitas

gedung tersebut

6. Apakah adanya penetapan reviu indikator dan ukuran kinerja dalam

penatausahaan BMN?

 Adanya penetapan reviu ditingkat Sekretariat Jenderal dilihat dengan

adanya BSC, Tapkin serta RKA-K/L yang ada. Mulai dari jumlah unit

yang akan diadakan hingga realisasinya

 Reviu indikator kinerja dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dengan

membandingkan rencnaa dengan pencapaian aktualnya
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7. Di dalam melaksnakan penatausahaan BMN apakah terdapat pemisahan

fungsi tanggung jawab?

 Adanya pemisahan fungsi antara penyimpanan aset dengan petugas

pencatatan

 Pemisahan tugs otorisasi transaksi dengan petugas penyimpnan aset

 Pemisahan tuags sistem informasi dari pihak pengguna

8. Apakah ada otorisasi atas transaksi BMN serta otorisasi untuk kejadian

penting ?

 Pada blanko persediaan harus ada otorisasi dari petugas gudang dalam

penerimaan atau pengeluaran persediaan

 Pada permintaan penggunaan aset tetap harus ada surat permintaan

aset yang di otorisasi oleh kepala bagian

9. Apakah telah dilakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu dalam

penatausahaan BMN di Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan?

 Aset dicatat pada saat aset diterima dengan dokumen sumber faktur

barang, BASTP dan SP2D dan aset yang keluar dicatat pada saat aset

diambil/ diserahkan

 Kondisi aset juga dilihat dan dicatat, dilihat apakah kondisi aset baik,

rusak ringan atau rusak berat

10. Apakah ada pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya?

 Sudah dibahas pada poin pemisahan fungsi

11. Apakah telah dilakukan akuntabilitas terhadap sumber daya dan

pencatatannya?

 Ada stock opname rekonsiliasi dengan DJKN dan Biro Keuangan

12. Apakah Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan telah

mendokumentasikan transaksi atau kejadian penting yang terjadi? Dan

apakah ada dokumentasi atas kegiatan pengendalian?
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 Arsip fisik disimpan dalam beberapa file, dikelompokkan menjadi

dokumen persediaan dan aset tetap dimana dokumen persediaan  terdiri

dari arsip perolehan persediaan barang sedangkan untuk aset tetap

terdiri dari arsip perolehan barang dan arsip mutasi BMN
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